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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTDO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG

DEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan titik berat Otonomi Daerah

yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, perlu dilakukan
penataan kembali penyerahan sebagian urusan Pemexrintah Pro-
pinsi Daexah Tingkat I Jawa Timur, khususnya dalam bidang

pendidikan dan kebudayaan ;

bahwa penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud huret o
Konsideren ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas
desentralisasi, sehingga untuk selanjutnya menjadl urusan

rumah tangga Daerah ;

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b Konsideren ini

dan dalam rangka meningkatkan days guna dan hasil guna y=ng
sebesar-besarnya untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan
serta _peningkatan‘ pelayanan kepada masyarakat, dipandzang
perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan
ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

. Undang ~ undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokck-pokok Peme-

rintahan di Daerah ;

Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 2 tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan

Nasional ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 198Z tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahan 1374  itentany
Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1576 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan darl Daerah
Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3% tahun 1992 tentang
Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1580 tentang
Pedoman Penbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pinas
Pendidikan dan Kebudayaa ;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1989 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan

. Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kepada Pemerintah

Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomox
& tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Utusan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur dajam Bidany Pendidikan dan
Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II ;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
364 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor & tahun 1990
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsl Daerah Tingkat 1
Jawa Timur- dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaa kepada
Daerah Tingkat IT.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Mojokerto ;

MEMUTUSKAN
L lonltopkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT IT MOJOKERTO TENTANG PEMBEN-
TUKAN, SUSUNAN CRGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO.
BAB I

KETENTUAN UrlUi

Pasal i
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{1)

(2)

Pazal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemex intah Kotamadya
Daerah Tingkat I1 Mojokerto ;

h. Kepala Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Moijckerto ;

¢. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

d. Dinas Pendidikan dan Kebudaysan Daerah, adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayasn Daerah Tingkat IT Mojokerto ;

e. Cabany Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II

Mojokerto ;

£. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adaiah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokertoc ;

g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda-
yaan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

h. Kepala Cabang Dinas, adalah Kepala Cabang Dinas Pendi-
dikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daeral Tingkat II

Mojokerto.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :

a. Urusan dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah
vrusan dalam bidang pendidikan dan kebudaysan sebaga.mana
dilatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 5 tahun 1990 tentang Penyerahan sebaglan
Urusan Pemerintah Propinsi Deerah Tingkat I Jawa Timur

dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah

b. Sekolah Dasar, adalah satuan antara pendidikan dasar yang
menjalankan program perndidikan & {enam) tahun, termasuk
Sekolan Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pendidikan Anak oleh
masyarakat orang tua dan guru {SD Pamong) <dan Sekolah
Dasar Luwar Biasa (SDLB) ;

c. Subsidi, adalah pemberian bantuan oleb Femerintah Lerma-
suk Pemerintah Daerah kepada Pendidikan Luar Sekolah dan
Sekolal: Swasta dalam bentuk Lenaga, dana, alat oelajaran,
perlengkapan Sekolah ;

d. Penetapan Kelembagaan Sekelah Dasaer, adalah penetapan
Sekolah Dasar sebagai suatu lembaga, baik mengenal pendi-
rian, penghapusan pencegahan penggabungan, penggantian

nama naupun nomorisasi Sekolah Dasar ;
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. Bantuar, adalah pemberian bantuan Jdari Petwrinian Leoiba-

suk Pemerintah Daerah kepada Sekolah Dasar ;

. Sumbangan, adalah pemberian sumbangan kepada Sekolah

bDasar atas dasar partisipasi masyarakat yang diterima
atau dihimpun berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku ;

Perlengkapan Sekolah Dasar, adalah peralatan yang ada di
Sekolah Dasar sebagal sarane untuk proses belajar menga-
jar, antara lain : bangku, kursi, meja guru, almari dan

papan tulis ;

. Alat Pengajaran, adalah peralatan yang dipergqunakan

sebagal sarana proses belajar mengajar antara lain

penggaris, kapur, peta, bagan atau gambar ;

. Administrasi Sekolah Dasar, adalash semua kegiatan dan

sarananya dalam pencatatan pengelclaan Sekolah Dasar,
antara lain : daftar hadir, nilai prestasi murid, buku
induk ;

. Alat Peraga, zdalah semua alat yang dipergunakan sebagail

sarana penunjang dalam kegiatan belajar antara lain

ilme pengetahuan alam, perilengkapan lalu lintas ;

Perpustakaan Sekolah Dasar, adalah perpustakaan yang
menghimpun buku-buku tingkat Sekelah Dasar yvang diadakan
di lokasi Sekcolah Dasar dan diprogramkan untuk muridé dan
Guru Sekclah Dasar yang bersangkutan ;

. Pendidikan Dasar, adalah pendidikan umum yang lamanya 9

{sembilan) tahun, diselenggarakan selamz 6 (enam; tahun
di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolali Lanjutan
Tingkat Pertama dan satuan pendidikan yang sederajad ;

. Pendidikan Luar Sekolah, adalah pendidikan yang diseleng-

garakan diluasr Sekcolah melalui kegiatan belajar wmengajar

yang tidak harus berjenjang dan berkesinanbungan ;

Pendidikan Masyarakat, adalah kegiatan pendidikan diluar
Sekolah yang memberikan pengetahuan dJdan  ketrampilan

tertentu ;

. Kejar Paket A dan B, adalah suatu kegiatan wembelajarkan

warga masyarakat yang isinya terdiri dari pendidikan
dasar dan pendidikan mata pencaharian vyeng dipelajari

secara bersama dan atau terpadu ;
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p. Perpustakasan Umom, adalah perpustakaden yaily dipergunaral
dan disediakan untuk masyarakat ;

g. Kursus, adalah pendidikan non formal yany memberikan
pengetahuan dan ketrampilan tertentu kepada masyarakat
atas dasar kebutuhan yang dilaksanakan dalam waktu rela-
tif singkat ;

r. Tenaga Teknis, adalah Guru, Kepala dan Penjaga Sekolah
Dasar ;

s. Tenaga Non teknis, adalah tenaga yang menanganl bidang
administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudaysan Daerah
dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebuddayaan Daerah.

BAB iI
PEMBENTUK AN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah sebagal unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dalsm bidang Pendidikan
dan Kebudayaan dan di Tingkat Kecawatan dibentuk Cabang Dinas
pendidikan dan Kebudayaan Daerah dengan Sususnan Organisasil dan

Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan bDaerah inl.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Baglan Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

¢{1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah unsur Pelak-
sana PDemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan dan
Kebudayaan ;

(2} Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dipimpin oleh seocrang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung Jjawab
langsurg kepada Kepala Daerah.

Pasal 4
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Pasal 4
{1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah mempunyal tugas pokcox
a. melaksanakan sebaglan urusan rumsh tangga  (otonomi)
Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan kebuda-
yaan ; . ..
b. melaksanakan tugas perbantuan yany wmenyangkut bidang
pendidikan dan kebudayaan yany diserahkan oleh Kepala
Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayst (1) Pasal ini mell-
a. mendirikan dan menetapkan tatalaksana kelembagaan Sekolah
basar ;

. melaksanakan pembinaan kegiatan penyelenggaraan pendi-
dikan dasar dan penerimaan murid Sekolah Dasar ;

¢. menyelenggarakan pembangunan, pemelihara dan perbaikan
atau rehabilitasi gedung pendidikan dan kebudayaan serta
kelengkapan bangunan lainnya ;

d. melaksanakan urusan Kkeuangan, tanaga teknis dan non

teknis ;

2. nelaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan pemberian
bantuan atau subsidl atau sumbangan di  Lembauya Pendi-
dikan ;

f. melaksanakan urusan kepegawalan tenaga teknis dan non

teknis ;

g. melaksanakan urusan kesejahieraan dan peningkatan karlier

pegawal serta prestasi kerja ;

h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan  kegiatan
Pendidikan Luar Sekolah, Perpustakaan, Kebudayaan atau
Kesenian, Kepemudaan, 0Olah Raga, Kepramukaan, Usaha

Kesehatan Sekolah, Koperasi Sekolah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan

Dserah 1ini, Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan Daeral: mempunyai
tugas :

pengolahan dan analisa data serta menyusun program dan peru

musan Kebijaksanaan teknis ;

b. pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksana-

kan program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan ;
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c. pembingan, yaitu segala usaha dan Fegiatan pRiyalubnEn  sSerta
bimbingan ke arah peningkatan kenampuan potensi dalam melak-
sanakan bidang yang menjadi tanggung Jjawabnys ;

d. pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk  melaksana-
kan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan

perundangan yang berlaku ;

e. ketata usahaan, ymitu segala usaha dan kegiatan yang mempu-
nyai urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;

kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal b

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
terdiri dari @

a. Urusan Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaltu Sub Bagian ;
c. Unsur Pelaksana yaitu :
1. Seksi ;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

3. Kelompok Fungsional.

Pasal 7

(1) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b dan ¢ Peraturan Daerah ini adalah :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b, Seksi Pendidikan Dasar ;

c. Seksi Ketenagaan ;

d. Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga ;
e. Seksi Kebudayaanh.

{2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1} Pasal ini,
masing-masiny dipimpin oleh seorang Kepala Sub  Baglan dan
Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
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Pagal 5
Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan tata usaha umam, tata usaha Keuangan

dan dan tata usaha perbekalan atau material ;

b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan anggararn seluruh  Unit

Organisasi binas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;
c. melaksanakan urusan rumah tangga ;

A. mengadakan urusan pengerndalian dibidang personil, meterial

dan fungsional ;
e. melaksanakan tugas-tugas protokolex perjalanan Dinas ;

£. melaksanakan urusan organisasi Talalaksana dan aktivitas

peningkatan aparatur Pemerintah ;

g. menyelenggarakan urusan pembangunan dan pemeliharaan bangunan

bangunan perkantoran ;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala

Dinas.

Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Urusaen :
a. Urusan Umum dan Periengkapan ;
b. Urusan Keuangan ;

c. Urusan Perencanaan dan Pengendalian.

Pasal 10
Urusan Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan tata usaha umum yang meliputi :
1. pengurusan surat menyurat atau naskah dinas ;
2. mengatur klafisikasi surat ;
3. mencatat naskah yang masuk dan keloar ;

4, mengatur dan nengurus semua peralatan dan perlengkapan su-

rat menyurat.
b. menyelenggarakan kearsipan';

c. nenyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan
dinas ;
d. menyelenggarakan urusah upacara, pertemuan, rapat dipas dan

pengaturan tamu ;
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1

g-

h.

. menyElengyREakan uriusan Reandnan wenbon

. menyelenggaran urusan kesejahteraan pegawal antara  1ain

fasilitas perumahan, kesehatan ;

. menyelenggaraken  pengadaan, penyimpaiar, pendistribusian

serta perawatan dan perbaikan parang-barang per lengkapan

kantor ;

. menyelenggarakan pengadaan, perawatan dan perbaikan kendarzaan

dinas dan alat pengangkutan ialnnya ;

. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan bangunan atau kantor

di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

. menyelenggarakan inventarisasi kekayzan milik negara atau

Pemer intah Daerah vang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah ;

. mengadakan perencanaarl, pengembangan dan pembangunarn gedung

atau perkantoran baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Daerah ;

. melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan vleh EKepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Pasal 11
Urusan Keuvangan mempunyal tugas

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendi-
dikan dan Kebudaysan Deerah ;

. melaksanakan tata usaha keuvangan Anggaran Pendapatan dan

Belanija Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daeral ;

. menyelenggarakan pertanggungjawaban nenyasur laporan realisasi

dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

. menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji serta hak-hak

keuangan pegawai ;

mengurus dan menyelenggarakan keuangan perZalanan dinas,

beaya lain sebagai pengeluaran dinas ;

. melakukan verifikasi tata usaha keuangan Binss Pendidikan dan

Kebudayaan Daerah ;
nelaksanakan pembinaan @ibidang xeuangan ;
melaksanakan tugas—tugas lain yang diberiken oler Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.
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g.

Pasal iZ
Urusan Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

mengadakan perelitian, pendataan dan analisa untuk  menyusun
serta merumuskan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan

Kebudaysan Daerah ;

mengkoordinasikan penyusunan progeam dan proyek Dinas Pendi-

dikan dan Kebudayaan Daerah ;

. melaksanakan pengendalian dalam bidany personalia, keuangan

dan material ;

melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program

dan proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

. melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan dibidang adminis-

trasi perkantoran, Organisasi dan Tatalaksana ;

. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundangan,

dikan dan Kebudayaan Daerah ;

. menghimpun, mengolah dan mensistematisasiken data dan infor-

masi, serta mengevaluasi pelaksanaan program dan proyek ;

. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;

. melaksanakan tugas—tugas lain yeng diberikan oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Seksi Pendidikan Dasar mempunyal tugas

. melaksanakan pendataan dan evaluasi Sekolah Dasar ;-
. mengatur penetapan kelembagaan Sekolah Dasar ;

. melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan

pengembangan Sekolah Dasar ;
melaksanakan pengadaan prasarana atau sarana Sekolah Dasar

melaporkan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan Pendi-
dikan Dasar ;

. melaksanakan kocrdingsi dengan Instansi sektorzl dalam penye-

lenggaraan Pendidikan Dasar ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepalas
Dinas.
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a.
b.

c.

Pasal 14
Seksi Pendidikan Dasar membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
Sub Seksi Sekolah Dasar ; ' '
Sub Seksi Gedung dan Perlengkapan.Sekolah ;
Sub Seksi Subsidi dan Bantuan.

Pasal 15

Sub Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas :

. melaksanakan pendataan Sekolah Dasar ;
. mengatur penyelenggaraan penerimasn mur id baru ;

. mengatur pelaksanaan pendirian, pengembangan, penggabungan,

penghapusan, pemberian nama dan nomor isasi Sekolah Dasar ;

. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku pelajaran Sekolah Dasar

berdasarkan kurikulum yang berlaku ;

. melaksanakan pengadaan buku Perpustakaan Sekolah Dasar ;

. melaksanakan pemantauan Gan evaluasi tentang penanfaatan buku

Perpustakaan Sekolah Dasar yang telah disalurkan ;

. membantu pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap akhir Tingkat

Nasional (EBTANAS}), Test Hasil Belajar (THB)_Sekolah Dasar ;

. melaksanakarn koordinasi dengan instansi sektoral  bidang

Zekolah Dasar ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Pendidikan Dasar.

Pasal 1%

Sub Seksi Gedung dan Perlengkapan mempunyal tugas :

. mendata Kkebutuhan tanah, gedung, lapangan dan perlengkapan

Sekclah Dasar ;

mendata penyelenggaraan administrasi Sekolah dan alat peraga
Sekolah Dasar ;

. melaksanakan pemantauan evaluasi terhadap uedung, perleng-

kapan Sekolah Dasar dan alat pelajaran Sekelah Dasar ;

‘

. melaksanakan pemantauan tentang pemanfaatan sarana adminis-

trasi dan alat peraga Sekolah Dasd?’ yang telah disalurkan ;

. mendata tentang pemeliharaan serta perbaikan atau rehabilita-

51 yedunyg dan perlengkapan Sekolah Dasar ;
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. meEnyusun igporan tentang kKegidudn yaow Leial Gliskoelakan

melaksanakan tugas-tugas lain yang d¢iberikan oleh Kepala
Seksi Pendidikan Dasar.

Pasal i7

Sub Seksi Subsidi dan Bancuan nmempunyal tugas

. melakukan evaluasi data Pendidikan Dasar untuk menyusun

pemberian subsidi atau bantuan ;

. melaksanakan penyaluran bantuan kepada Lembaga Pendidikan ;
. melaksanakan pemantauan pemanfaatan subsidi atau bantuvan ;

. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan subsidi atau

bantuan ;

mengatur serta memantau bantuan ataa sumbangan darl masyara-
kat atau Badan Pembantu Penyelenggara Pendldikan (BP-3) di

Sekolah Dasar ;

. menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap Lembaga

Pendidikan ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala

Seksi Pendidikan Dasar.

Pasal 18

Seksi Ketenagaan mempunyal tugas :

. menyelenggarakan administrasi kepegawaian tenaga teknis dan

tenaga non teknis ;

. membantu merencanakan dan malaksanakan urusan pengangkutan,

mutasi, pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis dan
tenaga non teknis termasuk tenaga kegiatan Pendidikan Luar
Sekolah ;

menyusun dan memelibara data kepegawaian tenaga teknis dan
nonn  teknis, termasuk tenaga kegiatan pendidikan  luar

sekalah ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 19

Seksi Ketenagaan membawahi 2 (Gua} Sub seksi :

. Sub Seksi Tenaga Teknis ;

. Sub Seksi Tenaga Non Teknis.
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Pasal 20

Sub Seksi Tenaga Teknis mempunyal tugas :

- menganalisa data Kepala fekelah, Guru dan Penjaga Sekolah

Dasar ;
rengolah data tentany pengangkatan, kenaikan pangkat, ke-
naikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian Kepala Seko-
lah, Guru dan Penjaga Sckolah Dasar ;

menyusun dan memelihara data Kepala Sekolah, Curu dan Penjaga
Sekolah Dasar ;

. melaksanakan tugas-tugas laln yany diberikan oleh Kepala

Seksi Ketenagaan.

Fasal 21

Sub Seksi Tenaga Non Teknis mempunyai tugas ;

- mendata dan menganalisa tenaga administrasi dan tenaga pen-

didikan Luar Sekolah }

mengelah data usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, pemindshan, pemberhentian tenaga administrasi
dan tenaga pendidikan Luas Sekolah ;

menyousun  dan memelihara data tenaga administrasi dan tenagz
Pendidikan Luar Sekolah ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi Ketenagaan.

Pasal 22

Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan ©Olah Rayga

mempunyal tugas

2.

melaksanakan pendataan kegiatan penyelenggaraan pendidikan

luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan ;

. melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan luar seko-

lah, kegiatan pemuda dan olah raga ;

- menyalurkan subsidi dan bantuan sarana kegiatan pendidikan

luar sekolah, pemuda dan olah raga ;

- melaksanakan pemantavan, evaluasi tentang pemanfasatan subsi-

di atau bantuan sarana yang diterima dan menyusun laporan
pelaksanaannya ;
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meloksanakan xoordioasl dengan dislenst Lerkall Qaaslis  izoins
peningkatan pendidikan luar sekolah, kegiatan pemuda dan clah

raga ;

. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan luar seko-

lah, kegiatan pemuda dan olah raga ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

binas.

Pasal 23

Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Clah Raga

membawahi 7 (dua) Sub Seksi

a.

b.

Sub 8Seksi Pendidikan Masyerakat ;

Sub Seksi Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 24

Sub Seksi Pendidikan Masyarakat memponyai tugas :

. menghimpun, mengolah dan memelihara data kegiatan pendidikan

masyarakat misalnya kursus-kursus, perpustakaan desa atau

kelurahan, kelompok belajar Kejar Paket A dan B ;

. menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat ;

. melaksanakan pembinaan untuk pengembangan dan  peningkatan

pendidikan masyarakat ;

. melaksanakan penyaluran bantuan untuk pelaksanaan pendidikan

masyarakat serta memantau dan mengevaluasi pemanfaatannya ;

. melaksanakan pendirian kursus-kursus, antara lain kursus

kecantikan, menjahit, mengetik, komputer ;

. menyusurn laporan tentang penyelenggaraan pendidikan masyarq-

kat ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 25

Sub Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyal tugas

. menghimpun, mengolsh dan memelibara data kegiatan kepenudaan

antara lain karang taruna, kepramukaan dan kegiatan keolahra-
gaan' yang meliputi oleh raga masyarakat; olah raga sekolah
dan Usaha Kesehatan Sekolah ;

. menyelengqétakan pgmbinaan.kgpgmudaan,_keolahragaan dan Usah.

Kesehatan Sekolah ;

perdas7/1982/ tlal 14



I

. melaksanakan  pengeluacan subs1dil mbsu banlisd sHcals anlus

kegiatan kepemudaan.- seperti alat ketrampilan dan sarana untuk
kegiatan keolahragaan dan Usaha Kesehatan Sekclah ;

menjadi penghubung antara organisasi pemuda dengan Pemerintah
Daerah ;

. melaksanakan koordinasi dengan lembaga atauw Organisasii

keolahragaan untuk.pengembangan kegiatan olah raga ;

. mengatur laporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia

Seksi Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 26
Seksi Kebudayaan mempunyzi tugas :

melaksanakan pendataan kegitan kesenian, sejarah nilal tradi-

sional, museuwn dan kepurbakalaan ;

nmengadakan usaha dan pembinadn secara terpadu dengan instansi
lintas sektoral untuk memajukan Kesenian serts melestarikan

sejarah nilai tradisional, museum dan benda-benda purbakala ;

. menyalurkan subsidi atavw bantuan kepada kegiatan kesenian,

sejarah nilai tradisional museum dan kepurbakalaan, serta
nepantav pelaksanaan dan pemanfaatannya ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 27

Seksi Kebudayaan membawahi 2 (dua) Sub Seksi :

. Sub Seksi Kesenian ;

- Sub Seksi Sejarah Nilal Tradisional, Museum dan Kepurkalaan.

Pasal 243

Sub Seks} Kesenian mempunyai tugas :

. menghimpun, mengolah dan memelihara data kesenian Sekolah

Dasar, kesenian masyarakat yang meliputi kesenian daerah dan

kesenian kreasi baru ;

- melaksanakan pembinaan dan upaya untuk meningkatkan serta

mengenbangkan kegiatan kesenian daerah dan kesenian kreasi
baru dalam bentuk lomba atau festifal guru, marid, serta
lomba atan festifal seni budays dan pekan budaya ;
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mercalankan subsidi atau bantian sloat-alalt  Xesenian urliux
peningkatan dan pengembangan kesenian ;

melaksanakan penataan terhadap kegiatan kesenian sekolah dan
kesenian masyarakat serta mengevaluasi pemaniaatan subsidl

atau bantuan sarana ;

melaksanakan koordinasi dengan instansi Lerkait unbtuk pening-

katan dan pengembangan kesenian ;

. melaksanakan nomorisasi kelembagaan kesenian dan pembinsan

kesenian daerah ;

. menyusun laporan tentang kegiatan kebudayaan atau kesenian ;

nelaksanakan tugas-—tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Seksi Kebudayaau.

Pasal 29

Sub Seksi Sejarah Nilai Tradisional, Museuom dan Kepurba-—

kalaan mempunyai tugas :

a.

menggali, wmendata dan memelinara sejarah nilai tradisional,

myseun kepurbakalaan ;

. melaksanakan pembinaan dan upaya untuk ﬁélestarian dan peme-

liharaan sejarah nilai tradisional, museum dJdan peninggalan

purbakala ;

. menyalurkan subsidi atau bantuan untuk pelestarian dan peme-

liharaan sejarah nilai tradisional, idaseum dan peninggalan

purbakala ;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan subsidi atau

bantuan ;

. melaksanskan Kkoordinasi dengan instansi sekloral uonbtuk pe-

nanganan dan pelestarian sejarah nilai tradisional, museum
dan peninggalan purbakala ;
menyusun laporan tentang penangandn dan pelestarian sejarah

nilai tradisional, museum dan peninggalan purbakala ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala

Beksi Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Kelompok Fungsional
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{1)

{1

vasal 30
Kelompok Fungsional terdiri dari pegawai-pegawal yang me-
mangku Jabatan fungsional dibidang pendidikan dan kebuda-
yaan ;
Dalam melaxsanakan tugasnya, Kelompok Fungsional berada

dibawah dan bertanggung Jjawab langsung kepada Kepaia Dinas ;

Kelompok Fungsional mempunyal tugas wembantu Kepaia Dinas

dibidang teknis fungsicnal maupun administrasi.
BABH v

CABANG  DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Bagian Pertama

Kedudukarn, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Unsur
Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah di Tingkat

Kecamatan ;

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayasn Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daeran menpunya i

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan

kebudayaan dalam wilayah Kecamatan.

32

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah mempunyai fungsi

d.

b.

cC.

menyelenggarakan tata usaha ;
mengolah dap menganalisa data pendidikan dan kebudayaan ;

mengolah administrasl kepegawaian tenaga teknis dan non

teknis ;

3

. memantau dan bertanggung jawab pemeliharaan, perbalkan atau

rehabilitasi gedung Sekolah Dasar, bangunan lalnnya serta

perlengkapanr Sekclah Dasar.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kepudayaan
Deerah terdiri dari :

4. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Cabang Dinas ;
b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Urusan ;

c. Unsur Pelaksanan yaitu Sub Seksi.

Pasal 35

(1) Urusan dan Sub Seksi sebagaimana dimaksed dalam Pasal 34

nuruf b dan c Peraturan Daerah adalah :
a. Urusan Tata Usaha ;

b. Sub Seksi Pendidikan ;

c. Sub S5eksi Ketenagaan.

(2) Urusan dan Sub Seksi dimaksud ayat {1) Pasal ini, masing-
masing dipimpin cleh sevrang Kepala urusan dan Kepala Sub
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada
Kepala Cabng Dinas.

Pasal 36
Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengurusan surat menyurabt ;

b. mengurus tata usaha keuangan Kepala Sekolah, Guru, Penjaga

Sekolah dan Pegawai administrasi ;

c. memantau, mengevaluasi dan mengurus laporan pelaksanaan dan

pemanfaatan subsidi atau bantuan Sekolah Dasar ;

d. memantau pelaksanaan dan administrasi rehabilitasi atau

rehabilitasi serta pemeliharaan gedung Sekolah Dasar ;

e. mengurus kKesejahteraan pegawal ;

rh

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepaia
Cabang Dinas.

Pasal . 37
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{1;

(2]

Sub Seksl Pendidikan menpmmy=: Yugss o

., melaksanakan pendataan dan pengadministrasian Sekolah Dasar ;

. melaksanakan upayas peninqkatan“dan pengembangan penyelengya-

raan -Bekolah Dasar serta tatalaksana kelembagaan Sekolah

pasar ;

. melaksanakan pendataan dah evaluasi kegiatan kebudayaan atau

kesenian, pemuda olah rada, pendidikan luar sekolah, Reprami-
kaan, usaha kesehatan sekolah, perpustakaan Sekolah Dasar
serta koperasi sekolah ; -

. membantu pelaksanaan pemeliharaan dan- pelestarian, sejarah

niiai tradisicnal, museum dan peninggalan purbakala ;

. melaksanakan tugas-tigas lain yang d&iberikan oleh Kepala

Cabang Dinas.

Pasal 38
Sub Seksi Ketenagaan mempunyal tugas

melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian Kepala Seko-
lah, Curu, Penjaga Sekolah Dasar dan pegawal administrasi ;

. menyusun dan memelihara data tenaga Kepala Sekolah, Guru,

Penjaga Sekclah Dasax dan Pegawal Administrasi ;

. membarttu pelaksanaan penataan tenaga Kepala Sekolah, Guru,

Penjaga Sekolah Dasar dan pegawval adminisirasl ;

. membantu urusan kesejahteraan pegawai ;

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Cabang Dinas.

Pasal 39

Dalam melaksanakan ltugasnya Kepala Dinas Pendidikan dan
‘kebudayaan Dearah bertanggung jawab langsunyg kepada Kepal
Daesrah sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi
melalul Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Dalém melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dimas Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah bertanggung Jawvab langsung kepada
Kepala Dinas, sedang pertanggungjavaban dalam bidang admin-
istrasi melalul Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pendidi-
kan dan Kebudaysan Daerah ;

Setiap pimpinan satuan crganisasi dalam lingkungan Dinas
pendidikan dan Kebudayaan Daerah berkewajiban nemimpin,

mengadakan koordinasi, mwemberikan bimbingazn dan  petunjuk
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bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;

(4) Kepala Dinas dan Kepala Cabng Dinas dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi , baik dalam
iingkungan Dinas/Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PYaerah maupun dalam hubungan antar Dipas atau Instansi
lainnya ;

{5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah mendapat bimbingan teknis fungsional dari Dinas
pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur.
BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 40

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan vleh Kepala Daerah
setempat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah diangkat dan diber-
hentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah
nendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur ;

(3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhenti-
kan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala binas.

Pasal 41

Pengangkatan dan pemberhentian pemegang Jabatan fung-

sional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

(1) Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah t idak
holeh dirangkap ;

(2) Bpabila berhalanyan menjalankan tugasnya, Kepala binas dapat
menujuk Kepala Sub Baglan, Tata Usaha atau salah satu dari
Kepala Seksi untuk mewakili.

Pasal 43

Pegavai Dinas Pendidikan dan Kebudayazan Daerah diatur

sesual dengan peraturan perundangan undangan yany berlakti.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daeranh adalah
sebagimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan
Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasai 45
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepaniang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh

Kepala Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah inl dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYR KEPALA DAFRAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO MOJOKERTO
Kétua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONO, S.H.
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Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal & Oktober 1992 Nomor 43Z/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto
Nomoxr : 6/C tahun 1992 Seri C pada tanggal 17 Oktober 1992.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1I
MOGJOKERTO
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.
Ha.A. SJAKIR MUKTI, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 510 035 501.
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I,

II.

PENJELZA2AN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTBHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBEENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi 4i
baerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dan dalam rangka meningkat-
kan daya quna dan hasil éuna yang sebesar-besarnya untuk pengembangan ding
pendidikan dan kebudayaah, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat,
maka dipandang perlu untuk membentuk Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebuaayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dalam suatu Per-
aturan Daerah baru.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan pula Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1950 tentang Pe-
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I1.

P PAS

Pasal 1 sampal dengan Pasal 46 : Cukup jelas ;

—-00000~
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